KABUPATEN MAMUJU |
NOMOR: 011 /HK.01.01/K.SR-04/07/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGG!/ A

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TEN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENC

Menimbang

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentan& Penetapan F

bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara ‘
mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sertz
Kota dan Wakil Wali Kota;
bahwa proses pengelolaan benda dan barang dugaan pelanggaran
pemilihan umum dan pemilihan yang tertib, terarah, transparan, _’
akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan hak
manusia dan penyelamatan aset negara hasil barang dugaan pelanggaai ‘
pemilihan umum atau pemilihan;
bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan barang dug’aﬁi f
pelanggaran  Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Penga&ﬁ 3
Pemilihan Umum perlu dibentuk Unit Pengelolaan Dugaan ";;
serta Penanggung jawab Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di Bad

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hu

huruf b, huruf ¢ perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan F
Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang P
Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahu
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penétapnn Peraturan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang P
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 te




Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31
Tentang Sentra Penegekan Hukum Terpadu,
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umm
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaks:
Republik Indonesia Nomor § Tahun 2020, 1 Tahun 2020, 14 Tahun
Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dé
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan W .
Walikota;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Ponangnnm -f
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupg.t_j e
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Seell‘ K
Terstruktur, Sistematis, dan Masif, ,' §
10. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provln%
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu

Kecamatan, .
11. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengeloaan Barang Dug
Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten M:
Tengah Nomor : 010/HK.01.01/K SR-04/07/2021 tentang ntuk
Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pem

Umum Kabupaten Mamuju Tengah.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PE
PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANC

KABUPATEN MAMUJU TENGAH.
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Mengeluarkan Barang;

Memusnahkan Barang;

Melakukan Pemulihan Aset;

Memelihara Barang Dugaan Pelanggaran dengs
pemeriksaan dan pengawasan terhadap Barang Du > an
secara berkala palmg sedikit 2 (dua) mmggu sekali. :

Pemilu;

10. Mengecek dan mencocokan kesesuaian antara benta

terima dengan jumlah dan jenis Barang Dugaan Pelamggg
11. Memeriksa dan meneliti Barang Dugaan Pelanggaran bei
dan wujud Barang Dugaan Pelanggaran; .




7 Ketua Bawaslu
Kabupaten Mamuju
Tengah

Anggota Bawaslu
Kabupaten Mamuju
Tengah

Koordinator Divisi
Penanganan
Pelanggaran

Staf PNS BAwaslu
Kabupaten Mamuju

Staf Bawaslu
Kabupaten Mamuju

Staf Bawaslu
Kabupaten Mamuju




